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Tantangan Pembangunan Infrastruktur SIGAP MEMBANGUN NEGERI

| |
' SDM yang mumpuni, '
: berdaya saing, dan :
, tanggap terhadap dinamika ,
Jumlah anggaran | Inovasi, serta dapat l
dan/atau paket l mengoptimalkan l
pekerjaan meningkat Memerlukan metode baru | penggunaan inovasi secara |

| |

L4 I

dan teknologi sebagai berkelanjutan

endorong percepatan dan

Pembangunan P . :

Infrastruktur semakin transparansi _dalam Pemanfaatan Teknologl

kompleks penyelenggaraan infrastruktur
yang semakin kompleks

untukTransformasi
Digital

|
data yang konsisten dan :
akurat dari berbagai |
stakeholder dalam proyek
konstruksi akan digunakan :
|

|

|

I

I

Percepatan dan
transparansi
pembangunan infrastruktur

sebagai acuan dalam
pengambilan keputusan
(based-on-data decision
making)



Iantangan Penyediaan Infrastruktur Nasional \ wfm!u’wm

Tepat biaya

Tepat mutu

Tepat waktu

- Tepat manfaat




ARAHAN MENTERI PUPR

Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc

Pemanfaatan teknologi harus
memberikan nilai tambah bagi
pelaksanaan pembangunan infrastruktur,
bukan sekedar ikut-ikutan atau
mengikuti tren sesaat. Industri 4.0 hanya
instrumen, justru dibelakangnya harus

ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang
handal.

Disampaikan pada Kegiatan “Upaya Perluasan Penerapan BIM pada
Pembangunan Infrastruktur PUPR”, pada Maret 2021.

‘ SIGAP MEMBANGUN NEGERI




/" “Metode yang mengintegrasikan D
model virtual berikut data teknisnya
dan mensimulasikan seluruh
informast pada sebuah proyek
pembangunan kedalam model 3

| dimenst” 4

Building
; Information
P Modeling
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| Building Information Fo LS s
{ Modelling (BIM) - % .‘ eﬁ{#fﬂ u. =

Peningkatan efisiensi proses
perancangan & pembangunan
Peningkatan transparansi &

akurasi perhitungan
Meminimalisir risiko proyek
(perencanaan hingga pelaksanaan)

Kehandalan @,

Infrastruktur &
Peningkatan Daya
Saing Infrastruktur




PEMANFAATAN BIM PADA SEKTOR KONSTRUKSI \ APU
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UTILIZE & OPTIMIZE

= Building Information Modelling (BIM)
memungkinkan desainer dan pelaksana untuk
berkolaborasi dari jarak jauh, memberikan
fleksibilitas bernilai besar.

= Penerapan BIM berkomitmen membantu dalam
melakukan fransformasi  digital dan  untuk
mendorong pemanfaatan solusi digital dalam
sektor konstruksi.

] ! 5 ShntehUp
BIM tidak hanya dipandang sebagai i |
aplikasi namun sebuah system pada setiap PLANCAL Tk S5 POLG) LUOKNS
tahapan, sehingga JANGAN TERJEBAK ——

pada Aplikasi

Sumber : Konstruksi Medlia, 25 Agustus 2021 -




DIMENSI BIM \_HEYPR

BIM BIM
Level Level

L 3D Y

Aerial Imaginary o . Level
Setup « Establishing Existing Z\[I)e

Surface Setup Condition
Existing « Skefch Object . Bedern

Condition Setup Validation

BIM Level
5D
(Detailed
Cost)
BIM Level 7D *  Quality Control
(Facility and Asset *  Quality Assurance
Management)

Asset Database

Reconstruction/
maintenance
management
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REGULASI PEMANFAATAN BIM



Regulasi BIM

Peraturan
1 Pemerintah
Nomor 16
Tahun 2021 Peraturan

Menteri
ﬁ PUPR Nomor
9 Tahun 2021

A

SE Direktur
Jenderal Bina

Marga No.

Peraturan 11/2021
2 Menteri PUPR
Nomor 22
Tahun 2018

E)

9 Nomor 3
P Tahun 2023
edoman

Implementasi BIM

Bidang Jalan c
No.

12/P/BM/2023

m

Pedoman

6 Penyusunan
KAK Penyedia

Jasa Konsultasi

SE DJSDA Perencanaan
Nomor 4 No.02/P/BM/
Tahun 2023 2023

SKKNI

SOP Integrasi Data
BIM PUPR Nomor

@ 93/SOP/BDI/2023

E)

SOP Implementasi
10 BIM di IKN 2022
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PP No. 16 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR No. 22 @

Tahun 2018:

Penggunaan Building Information Modelling (BIM)
wajib diterapkan pada BGN tidak sederhana dengan
kriteria luas di atas 2.000 m2 dan di atas 2 lantai

3) Padat modal, dengan kriteria pekerjaan:

a) Bangunan pencakar langit dan super tinggi;

b) Teknologi dan risiko tinggi;

c) Bahan bangunan khusus;

d) Memerlukan peralatan khusus dan canggih;

e) Wajib menggunakan BIM sampai dimensi
kedelapan; dan

f) Dilakukan oleh penyedia jasa klasifikasi besar
dengan melibatkan quantity surveyor dan

manajemen proyek, dan manajemen konstruksi.

2) Padat teknologi, dengan kriteria pekerjaan:

a) Bangunan bertingkat menengah dan tinggi;

b) Teknologi tidak sederhana dan risiko tinggi;

c) Bahan bangunan non standar;

d) Memerlukan peralatan mekanik dan elektrik;

e) Wajib menggunakan BIM paling sedikit
sampai dimensi kelima; dan

f) Dilakukan oleh penyedia jasa paling sedikit
klasifikasi menengah dengan melibatkan
quantity surveyor dan manajemen konstruksi.
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R oo, LAMPIRAN PERMEN PUPR NOMOR 22/PRT/M/2018

PERATURAN MENTERI FEXERJAAN UMUM DAN PFERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PRT/M/2018
TENTANG
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEOARA

Penggunaan Building Information Modelling (BIM) wajib
diterapkan pada Bangunan Gedung Negara tidak sederhana
e A At o A et dengan kriteria luas diatas 2000 m2 (dua ribu meter persegi)
I e— dan diatas 2 (dua) lantai. Keluaran dari perancangan merupakan

hasil desain menggunakan BIM untuk:

gambar arsitektur

gambar struktur

gambar utilitas (mekanikal dan elektrikal)

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAMA ESA

tenimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal
5 ayat 16), Pasal 7 ayst (1), Pasal 1] ayat (1), Pasal 12 ayat
1130, Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (), Pasal 18 ayat (6), dan
Pasal 19 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011
tentang Fembangunan BDangunan Gedung Negara, periu
menetapkan  PFeraturan  Mentent  Pekerjoan Umum  dan
Perumahan Rakynt tentang Pedoman Pembangunan

Bangunan Gedung Negara,

tengingat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tabun 2008 tentang

rincian volume pelaksanaan pekerjaan
rencana anggaran biaya

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun

a
b
C
d. gambar lansekap
e
f.

J 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor A3 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4512);

J Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 entang

Pembangunan Bangunan Gedung Negara,
) Peraturan  Presiden  Nomao ¢ 15 Tahun 2015 tentang

Kementetian Peketjaan Umum dan Perumahan Rakyat



I Permen PUPR No. 9 Tahun 2021 \ LPU

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan

Pasal 6 ayat (3)

Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dilakukan secara terpadu dan efisien dengan memperhatikan:
a. Prinsip Konstruksi Ramping; dan/atau
b. Penggunaan teknologi pemodelan informasi bangunan (Building Information Modelling)

Lampiran Permen PUPR
No. 9 Tahun 2021

a. BIM digunakan sebagai basis pengambilan keputusan dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan masa operasi bangunan
serta masa pembongkaran dan pembangunan kembali

b.  Prinsip penerapan BIM: (1) Informatif; (2) Interoperability; (3) Kolaboratif; (4) Keberlanjutan

c. Pemodelan bangunan: (1) Perancangan/desain bangunan dengan menggunakan aplikasi/software yang dapat digunakan untuk menghasilkan
dan/atau memanfaatkan model tiga dimensi (3D) sebagai dasar pembuatan informasi pada setiap tahapan pembangunan fisik yang memenuhi
prinsip penerapan BIM; (2) Terhadap model 3D dapat dilakukan clash detection serta analisis energi, efisiensi material, dan analisis keberlanjutan
lainnya

d. Kolaborasi dan Koordinasi melalui Common Data Environment (CDE): (1) CDE adalah platform digital yang menjadi pusat sumber informasi
dan pertukaran informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi digital untuk seluruh tim proyek; (2) CDE
harus memiliki kemampuan untuk membuka model 3D dalam bermacam format file; (3) CDE mempunyai fitur kontrol akses
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KEBIJAKAN PEMANFAATAN BIM
DI KEMENTERIAN PUPR



I RENCANA IMPLEMENTASI DIGITALISASI
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Kementerian PUPR secara resmi mulai mengadopsi BIM dalam pembangunan infrastruktur pada Tahun 2017.

Berbagai kebijakan (Affirmative Policy) dibentuk dalam rangka mendukung Roadmap Konstruksi Digital
Indonesia 2017-2024, yang meliputi 4 (Empat) milestones, yaitu:

ADOPSI

y DIGITALISASI

KOLABORASI

INTEGRASI

Adopsi BIM pada semua
stakeholder konstruksi;

Penyusunan Standard BIM
Nasional (SNI);

BIM sebagai Standar
Kurikulum dan Kompetensi
(SKKNI) untuk Universitas &
Asosiasi Profesi.

Perizinan konstruksi secara
digital (OSS/SKKK Online);

Monitoring dan supervisi
konstruksi secara digital (VR,
AR, Drone, Internet of Things,
dan sebagainya);

Dimulainya pasar digital untuk
sektor kontrusi (material, alat,
jasa, dan sebagainya).

Standar aturan terkait
kolaborasi pada Industri
konstruksi;

Implementasi VDC (konstruksi
Virtual) dan Lean Construction
sebagai dasar dari kolaborasi;

Implementasi BIM mulai 3D
sampai dengan 7D
(Operation& Maintenance).

Implementasi Cloud

Construction Management;

Integrasi sistem proses

konstruksi (perizinan, claim,
commisioning, handover, dll).




I ARAHAN PRESIDEN DALAM \ aPUCC

IKN sebagai
playground
dalam optimalisasi implementasi
digitalisasi 4.0

d Konsep pembangunan  IKN
berupa smart forest  city
sehingga dikelola dengan
teknologi modern.

Sumber : KOMPAS.COM Tentang Arahan Presiden Rl Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara



ARAHAN MENTERI DALAM PENYIAPAN \ APUPR
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IKN DENGAN BIM

Arahan Bapak Menteri untuk segera menyiapkan paket-paket tender kegiatan pembangunan
infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) dengan metode Building Information Modelling (BIM).

Penerapan BIM dalom penyelenggaraan pembangunan infrastruktur merupakan penjabaran arahan
Bapak Presiden Rl untuk mendorong budaya dan cara kerja di IKN. Dengan diterapkannya BIM,
diharapkan dapat mempermudah koordinasi dan integrasi lintas sektor, meningkatkan efisiensi proyek,
mempermudah pengendalion pelaksanaan konstruksi s/d serah terima dan pemanfaatan asset oleh
Otorita IKN.

Tuntutan terhadap kesiapan ASN PUPR khususnya level teknis maupun
eksekutif dan SDM PBJ yang akan mengelola kegiatan pembangunan
infrastruktur di IKN, selain memiliki kompetensi teknis, juga memahami
metode BIM.

Mendorong Penyedia Jasa untuk melakukan peningkatan kapasitas
penguasaan BIM, ferutama yang akan berpartisipasi pada
pembangunan infrastruktur PUPR di IKN.

Memberikan peningkatan kompetensi bagi calon tenaga kerja ! o

konstruksi di wilayah Kalimantan khususnya untuk bidang Building
Information Modelling (BIM)




IIMPLEMENTASI BIM DI PROYEK \ %E&?ﬁ
@ @

. AIR BAKU ' KONSERVASI
X)W Ok DAN PARIVABATA

TEKNIS

Tipe Bendungan Urugan Random Tanah
dengan Intl Tegak
! ¥ Tinggl Bendungan 44 m (dari galian
2.5 pondasl)
a Panjang Bendungan (38T m
’ Volume Timbunan 1.5/tm3
% 24 : Luas DAS - 55 km2
11020 pat % My Luas Genangan MAB 232 Ha
; ) Y Debit Banjir Desain 1000 thn : 417 m3/dtk
‘ ~ ' Debit Banjir PMF : 892 ma/dtk
Tipe Pelimpah . Ogee Tanpa Pintu

Kapasitas Tampungan (25 tm3
Kapasitas Tampungan Efektif : 17 jt m3
Kapasitas Tampungan Mati 8 jt m3
Laju Sedimentasi : 3 mmithn

Proyek Bendungan PIDEKSO merupakan :
salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang sp'kl-w
terletak di provinsi Jawa Tengah,di Kabupaten .
Wonogiri tepatnya di desa Pidekso. Proyek ini
dibawahi oleh Balai Besar Wilayah Sungai
Bengawan Solo.

SPILLWAY

LINGKUP
PEKERJAA
N |
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PEMBINAAN DAN PENYIAPAN
SDM KONSTRUKSI BIDANG
BIM



UPAYA AKSELERASI IMPLEMENTASI BIM

Penyusunan Regulasi
dan Kebijakan Bidang

BIM

Peningkatan
Kompetensi SDM
Konstruksi

0 Penyusunan standar
protokol dan
pedoman penerapan
BIM

0 Pemetaan penerapan
BIM

O Pelaksanaan
pemantauan dan
evaluasi penerapan
BIM

Q Penyiapan Infrastruktur
teknologi BIM dan
integrasi system di
Pusdatin PUPR

STANDAR PROTOKOL
BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)

DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

EDISI 1.0

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Penyusunan standar
kompetensi bagi
tenaga kerja konstruksi

Penetapan jabatan
kerja pada bidang
BIM

Menjalin Kerjasama
dengan stakeholder

Pelaksanaan
pelatihan bagi tenaga
kerja konstruksi dan
calon tenaga kerja
konstruksi




SKKNI BIDANG BIM

Penetapan SKKNI
Bidang Building
Information
Modelling
Nomor 3 Tahun 2023

Menimbang ™

MENTER! KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONE SIA

KEPUTUSAN MENTER! KETENAGAKERJAAN

REPFUBLIK INDONESIA
NOMOR ) TAHUN 2023
TENTANG

FENETAPAN STANDAR KOMPETENS! KERJA RARIONAL INDONESIA
KRATEGOR! AKTIVITAS PROFESIONAL, TLMIAH DAN TEKNIS GOLONCGAN
POROK AKTIVITAS ARSITEXTUR DAN KEINSINYURAN, ANALINIS DAN UN
TEKNIS BIDANCG BUILINNG INFORMATION MODELLING

DENCGAN RAHMAT TUMAN YANG MAMA ESA

MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONEMIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31
Peraturan Mentert Ketenagakerjsan Nomor 3 Tahun
2016 tentung Tats Cara Penctapan Standar Kompetens
Kerja Nasional Indotiesia, perlu menctapkan Standar
Kompetens Rerja Nassonal Indonesia Rategon Aktivitas
Profesional, limiah dan Teknis Golongan Pokok
Aktivitas Arsdiekiur dan Keinsinyuran, Analisis dan Up
Teknis hdang Buildwg Miformation Modelling

Daliwa Rancangan Standar Kompetenst Kera Nasional
Indonesia Kategort Aktivitas Profosional, lmsah dan
Teknds Golongen Pokok Aktivitas  Arsitektur  dan
Ketnsinyuran, Analisis dan Ul Tekous Bidang Buikling
Information Modelimg (clah disecpakats melahn Konvens

Nastonal pada 20 Okwber 2022 & Jakarna;

\ APUPR
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Pemberlakuan  Standar Kompetensi Kerin Nasional
Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam  Diktum
KESATU dan penyusunan Jenjang kunlifikasi nasional
scbagalmana  dimaksud dalam  Diktum KEDUA
ditetapkan oleh Kementerian Pekerfann Umum  dan
Perumahan Rakyat dan/atau kementerian /lembaga
teknis terkait sesual dengan tugas dan fungsinya
Standar  Kompetensi Kerja  Nasional  Indonesia
scbagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji
ulang setinp S (Uma) thun atay sesusl  dengan
kebutuhan

Keputusan Menteri inl mulal berlaku pada tanggal
ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
pado tanggal 16 Jonvarf 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN

T

£



I DAFTAR UNIT KOMPETENSI BIDANG BIM
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TUJUAN UTAMA

FUNGSI KUNCI

FUNGSI UTAMA

FUNGSI DASAR

Menerapkan
Building
Information
Modelling (BIM)
pada
penyelenggaraan
proyek jasa
konstruksi
sepanjang siklus
bangunan
beriangsung
yang memenuhi
syarat, standar,
integrasi, dan
interoperabilitas

Mengelola BIM
organisasi

Merencanakan
penerapan BIM
organisasi

Menentukan
Information
Requarements
(IR) Building
Information
Modelling (BIM)
organisasi

Merumuskan
kebjjakan
penerapan
Bralding
Information
Modeltng (BIM)

organisasi

Menyusun
petunjuk
pelaksanaan
Bualding
Information
Modelling (BIM)
organisasi

Mengendalikan
penerapan BIM
organisasi

Melaksanakan
mansjemen
risiko
penerapan
Bralding
Information
Modelling (BIM)
organisasi

Melaksanakan
penjaminan
mutu
penerapan
Bualding
Information
Modelling (BIM)

organisasi

TUJUAN UTAMA | FUNGSI KUNCI | FUNGSI UTAMA | FUNGSI DASAR TUJUAN UTAMA | FUNGSI KUNCI | FUNGSI UTAMA | FUNGSI DASAR
Mengelola BIM | Merencanakan | Mengkaj Merencanakan
proyek penerapan BIM | hformation produlksi data

proyek Requirements model Bz_n?d‘ing
(IR) proyek dari Informc_mon
pihak penumuk .’llodellmg IBIM)
Menentulkan Mengendalikan | Menerapkan
twuan penerapan BIM | penjaminan
pengsunaan proyek mutu informasi
Building dalam data
Information model Bulding
Modelling (BIM Information
uses| proyek Modelling (BIM)
Membuat
. i
team untulk ;’:75@&
penerapan g
Building Information
Fnformistion Modelling (BIM)
Modelling (BIM) Melaksanakan | Mengatur Melalukan
dalam Proyek BIM proyek aspek teknis sinkronisasi
T Ingkungan alur koordinas:
h‘?figam‘hs“ kerja BIM karia dengan
T proyek partisipan
—p Bualding
hfom":rgﬁon Enjoemitaon
Modelling (BIM]
Modelling (BIM) siade & St
dalam proyek Menyiapkan :
M perangkat kerja
enyusun pembuatan
IRnEBPen data model
dokumen Bralding
tender terkait Information
bensrapan Modelling (BIM)
Brlding M
Information e:—:i‘;:“n
z c erja
Modelirna (KN dasar Building
Menyusun Information
doMen paska Modelling (BIM)
penunjukan Mal
terkait alcxlan.
penerapan ﬁng] am;::
Trilding kexja Buildin
Information Information =
Modelling (BIM)

Modelling (BIM)




I DAFTAR UNIT KOMPETENSI BIDANG BIM

TUJUAN UTAMA

FUNGSI KUNCI

FUNGSI UTAMA

FUNGSI DASAR

\ APU
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Melaloulcan
penjadwalan
kerja tim sesuai
dengan jadwal
proyek

TUJUAN UTAMA | FUNGSI KUNCI | FUNGSI UTAMA | FUNGSI DASAR

Memenriksa
kesesuaian
data dengan
dolkumentasi

Melaloukan
perubahan
Bulding
Information
Modelling
(BIM) Execution
Plan (BEP)

Melaloukan
penggabungan
data partial
model menjadi
federated model

Mengelola data
model BIM
lintas dimensi

Menguraikan
data model
berdasarkan

luantitas

Melaloukan
simulasi
penjadwalan

dengan data
model Bwilding

Melaloalean
evalaas) luaran
data model
Menyedialoan
data dalam
Common Dafa

Ermironment

[CDE]

Mealaloulean
proses produlos:
data model
Braldmg
Information
Modellmg (BIM)

Mendoloumen-
tasikan lembar
gambar dari
data model
Braldmg
Information
Modellmg (BIM)

Memprodulo=
data model

Information

Modelling (BIM)
Menyelesaikan | Mengembang-
masalah kan solusi
permodelan berbasis

ryjukan tepat
zuna

Menyesuaikan
data model
Bwlding
Information
Modelling (BIM)
dengan data
engmeernng

Link SKKNI Kemenaker : https://skkni.kemnaker.go.id/dokumen



I DAFTAR UNIT KOMPETENSI BIDANG BIM

Daftar Unit Kompetensi

NO

!
1

~d

KODE UNIT
2

| M.71BIM02.001.01
| M.71B1M02.002.01

| M.71BIM02.003.01

| M.71BIM02.004.01
| M.71BIM02.005.01

T M.71BIM02.006.01
| M.71B1M02.007.01

| M.71BIM02.008.01

| M.718IM02.009.01

| M.71BIM02.010.01
| M.71BIM02.011.01

| M.71BIM02.012.01

| M.71BIM02.013.01

| M.71BIM02.014.01

| M.71BIM02.015.01

‘ Merumuskan

UNIT KOMPETENSI
3

[ Menentukan Information Requirements (IR) v

Building Information Modelling (BIM)
Organisasi

Kebijakan
Bullding Information Modelling [BIM)

Organisas

Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Buddmg'
Information Modelling (BIM) Organisas)

Manajemen Rislko '

Melaksanakan
Penerapan Buillding Information Modelling

(BIM) Organisasi

Melaksanakan
Penerapan Bullding Information Modelling

(BIM) Organisasi

Mengka)l Information Requirements (IR) '
Proyek dart Mhak Penunjuk

Menentukan Tujuan Penggunaan Dmlqul
Information Modelling (BIM Uses) Proyek

Menyusun Rencana Task Team umuk'

Pencrapan Building Information Modelling

(BIM) dalam Proyek

Menganalisis Risiko Penerapan Busldmgl
Information Modelling (BIM) dalam Proyek

Menyusun Tanggapan Dokumen derr.

Terkait Pencrapan Buwilding Information

Modelling (BIM)
Menyusun Dokumen Paska Penunjukan

Terkait Penerapan Building Information

Modelling (BIM)

Merencanakan Produksi  Data Modrlv
Building Information Modelling (BIM)

Menerapkan Penjaminan Mutu Informasi
dalam Data Model Building Mnformation

Modelling (BIM)
Membuat Dokumentasi Tim Kerja Building

Information Modelling (BIM)

'Mehk\llun Sinkronisasi Alur Koordsnna'

Kerjn dengan Partisipan Building
Information Modelling (BIM)

Penerapan I

Penjaminan Mutu

NO. |

16

19
' 20
21
|22
23

| 24

l 26
| 27

28
' 29

' 30

KODE UNIT
2

. M.71BIM02.016.01

| M.71BIM02.017.01
| M.71BIM02.018.01
| M.71BIM02.019.01

| M.71B1M02.020.01

M.71BIM02.021.01

| M.71BIM02.022.01

| M.71BIM02.023.01

M.71BIM02.024.01

. M.71BIM02.025.01
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Data Model Building Information Modelling
(BIM)

Mcny\uun Cetak Kerjn Dasar Bunldmg
Informanon Modelling (BIM)

Mclukulum Pengaturan Lingkungan Kcr)a
Bmldmo Information Modelling (BIM)

Melakulam Penjadwalan Kerja Tim Scsuni

dengan Jadwal Proyek

Menylapkan Perangkat Kerja Pembuatan

Memeriksa Kesesualan Data dcnmn}

Dokumcmui
Mclukulun Perubahan Building In/ormatwn

| Modelling (BIM) Execution Plan (BEP)

Meclakukan Penggabungan Data Pam‘al'

Model Menjadi Federated Model

Menguraikan Data Model Berdasarkan
Kuantitas

Data Model Building Information Modelling

(BIM)

Mengembangkan Solusi Berbasis Rujukan

Tepat Guna

]

Melakukan Simulasi Penjadwalan dengan '

Menyesuaikan Data  Model Buddmg‘

| Information Modelling (BIM) dengan Data
| Engineering

Melakukan Evaluasi Luaran Data Model

Menyedinkan Data dalam Common Dala'
| Bnwironment (CDE)

TMclnkukan Proses Produksi Data Modcll
Building Information Modelling (BIM)

Mendokumentasikan Lembar Gambar dari ‘

Data Model Building Information Modelling

| (BIM)
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/ KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

JLPEtmune No. X0 Ketayoan Baru Jkaris Selsten 12130 Tekeon (021) 7305118 Faxsmi (027) 7221782

KESEPULUH ¢ Dalam hal Standar Kompetens Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) belum terdapat pemsketan
kompetensi, maka pemaketan kompetensi di setiap
jabatan kerja yang belum diberikan rekomendasi
lisensi skan ditetapkan lebih lanjut oleh LPJK.

KESEBELAS ¢ Jabatan kerja di sektor konstruksi dapat dievaluasi

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI
NOMOR 33/KPTS/Dk/2023

paling singkat dalam jangks waktu 6 {enam) bulan atau

- TENTANG sewaktu-waktu apabila diperlukan,
Keputusan Dlrektu Y PENETAPAN JABATAN KERJA DAN KONVERSI JABATAN KERJA EKSISTING KEDUABELAS Terhadsp skema sertifikas yang terdampek skibat
SERTA JENJANG KUALIFIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI b unya Keputusan ini, maksa Sertifikasi

Profesi (LSP) diberikan waktu paling bat 3 (tiga)
bulan untuk melskukan penyesuaian sejak Keputusan
ini ditetapkan dan selama lrun waktu tersebut LSP

Jenderal Bina

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

= X masih dapat menggunakan skema sertifikasi eksisting.

Konstru kSI Menimbang bahwa untuk melakzanakan ketentuan Paczal 22 avat (6} KETIGABELAS Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum daa Perumahan Direktur Jenderal Bina  Konstruksi  Nomor

Rakyvat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara 1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan

Nomor Pelakzanaan Pemenuhan Sertiikat Standar Jasza :~.t.in> Kerja Eksisting rta
Konztrukzi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan p

Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konswuksi, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku

KEEMPATBELAS Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi ini
mulai berlaku pads tanggal ditetapkan.

Perizinan Beruzaha Bapi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
33/ KPTS/Dk/2023 dan terkait dengan penyetaraan atau konversi klacifilcaci.

subklazifikkazi, dan kualifikazi pada jabatan keria bidang
iaza konstrukszi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2021 tentanyg Perubahan ataz Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Tembusan:
Pelakzanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstrulksi, perlu menetapkan Keputuzan
Direkrur Jenderal Bina Konstruk:zi tentang Penetapan
Jabatan Kerja dan Konverszi Jabatan Kerja Eksisting zerta

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumshan Rskyat (sebagsi laporan),
2. Pejabat Tinggi Madya di Kementerian PUPR;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian

Tentang

Penetapan Jabatan
Kerja dan Konversi

Mengingat

Jenjang Kualifikazi Bidang Jaca Konstrulksi;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jaza
Konztrukszi (Lembaran Negara Republik Indoneszia
Tahun 2017 Nomeor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonezia Nomor §018

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi;

Ketua Lembaga Pengembangan Jass Konstruksi;

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Kepala Dinas PUPR/Organisasi Perangkat Daerah Bidang PUPR Pemerintah
Provinsi/ Pemerintah Kabupsaten/Pemerintah ta;

Peraturan Pelakzanaan Undang-Undang Nomor 2 8. Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah di Direktorat Jenderal Bina
. Tahun 2017 tentang Jaza Konstrukzi (Lembaran Konstruksi;
Ja bata n Ke rJa Negara Republik Indonezia Tahun 2020 Nomer 107, 9. Ketus Asosiasi Profesi di Bidang Jasa Konstruksi;
Tambahan Lembaran Negara Republic Indonecia 10. Ketu= Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerje Teregistrasi Bidang Jasa

Eksisting serta
Jenjang Kualifikasi
Bidang Jasa
Konstruksi

BerAKH LAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adapbf Kolaboratif

Nomor 6494 szebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan ataz Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelakcanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jaza Konztruksi
(Lembaran Negara Republik Indonezia Tahun 2021
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneszia Nomor 6626);

3. Peraturan Presiden Nomor & Tahun 2012 tentang
Keranglka Kualifikazi Nasional Indonezia (Lembaran
Negara Republik Indonezia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organicaszi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita
Negara Republik Indonezia Tahun 2020 Nomor 473)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteni

Hansm.l-csi

Dapat diakses pada : https://binakonstruksi.pu.go.id/pengumuman/surat-keputusan-direktur-jenderal-bina-konstruksi-nomor-33-tahun-2023/



Tingkatan Kompetensi Berdasarkan SKKNI
dalam mendorong penerapan BIM

-

Perlu adanya SDM yang kompeten
sesuai dengan standar kompetensi

(U

“

Y N
Merencanakan dan Merencanakan dan Mengatur Mengelola
mengendalikan mengendalikan aspek teknis data BIM lintas
BIM organisasi BIM dalam proyek BIM proyek dimensi
VAT 4
Ahli : Teknisi / Analis:
Manager BIM Koordinator BIM

l

L PU
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~

/
Mengelola  Memproduksi
pemodelan data model
BIM
(S

4

Operator : Modeller BIM dan

Juru Gambar BIM

l



JABATAN KERJA KLASIFIKASI SAINS DAN REKAYASA TEKNIK \ iﬁgegumm
(BERDASARKAN PP NOMOR 14 TAHUN 2021)

I
I ) | oge . . .
, Investasi I Kualifikasi Ahli : | Jenjang 7
, Infrastruktur , Manajer BIM ” dan 8
| |
I |
p = (1 CHRIEGINW
: I | Analis : ., Jenjang 6
Sains dan I Komputasi 0 Koordinator BIM
Re'@y‘?‘” | Konstruksi I
Teknik I
I Kualifikasi Teknisi / .

I Analis : . Jenjang 4
! : O Modeler BIM dan 5
: Peledakan :
| |
| | Kualifikasi Operator: | Jenjang 2
I I Juru Gambar BIM 1 dan 3
| |

Klasifikasi | Sub Klasifikasi |

Kualifikasi Jabatan kerja Jenjang Kudlifikasi I



/ KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Keputusan
Direktur Jenderal
Bina Konstruksi
Nomor
33/KPTS/Dk/2023

Tentang

Penetapan Jabatan
Kerja dan Konversi
Jabatan Kerja
Eksisting serta
Jenjang Kualifikasi
Bidang Jasa
Konstruksi

7 f-fama

BerAKH LAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adapﬁf Kolaboratif

m,j%:{/ TS

| JABATAN KERJA BARU KUALIFIKASI AHLI

Manager BIM Muda 7

3 Komputasi Konstruksi — SKKNI 3 - 2023

Manager BIM Madya 8

PROGRAM STUDY/
PERSYARATAN TAMBAHAN
1

Seluruh Jurusan/ Program
Studi Bidang Konstruksi 17

Seluruh Jurusan/ Program
Studi Bidang Konstruksi(®).

PERSYARATAN PENDIDIKAN/

APU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

KETENTUAN
PERSYARATAN SKK
ASESOR KOMPETENSI
Rekalk +)

Seluruh SKK Konstruksi
pada subklasifikasi
Komputasi Konstruksi,
Arsitektural, Gedung, atau
Manajemen
Konstruksi/Manajemen
Proyek (Jenjang 8, 9)

Seluruh SKK Konstruksi
pada subklasifikasi
Komputasi Konstruksi,
Arsitektural, Gedung, atau
Manajemen
Konstruksi/Manajemen
Proyek Wenjang 6-9) |

Seluruh Jurusan/ Program
Studi Bidang Konstruksi(*).

1 Teknisi/Analis Koordinator BIM | 6 SKKNI 3 - 2023
—— |
Teknisi/Analis Modeler BIM Madya 5
2 SKKNI 3 - 2023
Komputasi Konstruksi | Teknisi/Analis Modeler BIM Muda 4
L o - -
Operator Juru Gambar BIM 3
3 SKKNI 3 - 2023
Overator Juru Gambar BIM 5
, 0 Level 2
l | S— |
HKeterangan:
-) Scluruh Jurusan /Program Studil Bidang Konstruks: meliputi:

a. Diploma I, Diploma IV,
Desain Interior,

Teknik Fisilka,

Arsitektur/Teknilk Arsitelktur,
Teknitk Mesin, Teknik Elektro,

Pengairan,

Pilanologi,

Industri, Teknik Geodesi, Teknik Geologl, Teknik Geomatilka, Teknik Metalurgi,

Konstruksi, Manajemen Konstruksi.,
b, Sarjana Pendidikan Teknik (Teknik Sipil/Bangunan, Teknik Mesin,

Elektro) untuk Jenjang 6 (enam) dan jenjang 7 (tujuh)

dan Sapana Teknik (Teknilk Sipil, Teknik Geologi, Teknik Pertambangan,
Desain Produlk, Arsitelk Lanskap,
Teknik Lingkungan,

Seluruh SKK Konstruksi
pada subklasifikasi
Komputasi Konstruksi,
Arsitektural, Gedung, atau
Mansajemen
Konstruksi/Manajemen
Proyek (Jenjang 6-9)

Seluruh SKK Konstruksi
pada subklasifikasi
Komputasi Konstruksi,
Arsitektural, Gedung, atau
Manajemen
Konstruksi/Manajemen
Proyek (Jenjang 3-9)

Teknik Penyehatan,

Teknik Kelautan, Teknik
Perencanaan Wilavah dan Kota,
Telknik Kimia,
Teknilk Metalurgt Dan Material),

Teknik

Komputasi

Pendidikan Arsitekiur/Teknik Arsitekoar & Teknik
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Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi

Ahli Teknisi Analis Operator
Kode Unit : . : :
No. : Judul Unit Kompetensi Manajer | Manajer : Modeller | Modeller | Juru Juru
Kompetensi BIM gim | Koorgmator | gy BIM | Gambar | Gambar
Madya Muda Madya Muda BIM BIM
8 7 6 5 4 3 2
Menentukan Information Requirements (IR) Building | i i ) i i i
1| M.71BIM02.001.01 | - mation Modelling (BIM) Organisasi :
Merumuskan Kebijakan Penerapan Building Information | i i ) i i i
2 | M-71BIM02.002.01 | \1odielling (BIM) Organisasi \
Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Building Information | ) ) ) ) ) )
3! | AR 003.04 Modelling (BIM) Organisasi !
Melaksanakan Manajemen Risiko Penerapan Building | i
4 | M71BIM02.004.01 | 1 rormation Modelling (BIM) Organisasi Y i i ) ’ ’
Melaksanakan Penjaminan Mutu Penerapan Building | i i ) i i i
5 | M.71BIM02.00S.01 | o' mation Modelling (BIM) Organisasi b
6 | M71BIM02.006.01 Mengkgjl Information Requirements (IR) Proyek dari Pihak J J i ) i N i
Penunjuk
Menentukan Tujuan Penggunaan Building Information | | - . . « :
7' |-MI1BIMOZ.007.01 Modelling (BIM Uses) Proyek ¥ i
Menyusun Rencana Task Team untuk Penerapan Building | | . - = 2
8' | 'M.71BIMR2.005.01 Information Modelling (BIM) dalam Proyek ) b
Menganalisis Risiko Penerapan Building Information | i ) i i i
9 | M71BIM02.009.01 | 44 jolling (BIM) dalam Proyek : )
10 | M71BIM02.010.01 Menyusun Tanggapan Dokumen Tender Terkait J J i ) i i i

Penerapan Building Information Modelling (BIM)




A PU

\
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Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi
Ahli Teknisi Analis Operator
Kode Unit . 9 : 5
No. ' Judul Unit Kompetensi Manajer | Manajer - Modeller | Modeller Juru Juru
Kompetensi = BIM BIM Koorainsor BIM BIM Gambar | Gambar
Madya Muda Madya Muda BIM BIM
8 7 6 5 4 3 2
Menyusun Dokumen Paska Penunjukan Terkait Penerapan ) > _ = " >
L M-718IMOZ.071.01 Building Information Modelling (BIM) ¥ v
Merencanakan Produksi Data Model Building Information ' |
12 | M.71BIM02.012.01 Modelling (BIM) v v v - - - -
Menerapkan Penjaminan Mutu Informasi Dalam Data I
13 | M.71BIM02.013.01 | \1oqel Building Information Modelling (BIM) v v \ = - = 3
Membuat Dokumentasi Tim Kerja Building Information f f
14 | M.71BIM02.014.01 Modelling (BIM) v v v - - - -
Melakukan Sinkronisasi Alur Koordinasi Kerja dengan
15 | M.71BIM02.015.01 | b isipan Building Information Modelling (BIM) : : v = ; > g
Menyiapkan Perangkat Kerja Pembuatan Data Model _ _ f _ _ _ _
16 | M.71BIM02.016.01 | g, iiing Information Modelling (BIM) A
Menyusun Cetak Kerja Dasar Building Information
17 | M.71BIM02.017.01 Modelling (BIM) - - ) - - - -
Melakukan Pengaturan Lingkungan Kerja Building _ _ f _ _ _ _
B M.718IM02.018:01 Information Modelling (BIM) N
19 M.71BIM02.019.01 l\p/lelakukan Penjadwalan Kerja Tim sesuai dengan Jadwal N s J } = n "
royek
20 M.71BIM02.020.01 | Memeriksa Kesesuaian Data dengan Dokumentasi - - v V - - -
21 M.71BIM02.021.01 | Melakukan Perubahan BIM Execution Pilan (BEP) V v v - - - -
22 M.71BIMO02.022.01 Melakukan Penggabungan Data Partial Model Menjadi J J J J J J _
Federated Model
23 M.71BIM02.023.01 | Menguraikan Data Model Berdasarkan Kuantitas - - - v v v -
Melakukan Simulasi Penjadwalan dengan Data Model ' | / / | _ _
= MTADIER-024.01 Building Information Modelling (BIM) s R i b =
25 M.71BIM02.025.01 | Mengembangkan Solusi Berbasis Rujukan Tepat Guna V V ) V v - -




Building Information Modelling (BIM) \\ gwfmywmm

Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi
Ahll Teknisi Analis Operator
Kode Unit
No. Judut Unit Kompetens! Manajer | Manajer Modeller | Modeller | Juru Juru
Kompetens| BIM i | Koomtaator | g BIM | Gambar | Gambar
|_Madya Muda Madya Muda BIM BiM
8 7 6 5 4 3 2
Menyesuaikan Data Mode! Buiiding /nformation Modelling _ |
26 | M.71BINO2.026.01 (BIM) dengan Data Engineening - N N v v v
27 | M.71BIM02.027.01 | Melakukan Evaluasi Luaran Data Madel - - v N - - -
28 | M.7181MO2.028.01 (léeong)emaxan Data dalam Common Dsats Environment _ _ J N N N J
Melakukan Proses Produks: Data Model Bulding |
29 | M.71BINO2.029.01 Information Modeiling (BIM) - - - N v v v
Mendokumensasikan Lembar Gambar dan Data Modsl
30 | M.71BINO2.030.01 Buiiding Inf sion M ng (BM) - - - - - v v
Jumiah Unit Kompetensl| tiap Jabatan Kerja dan Jenjang 18 13 16 9 7 6 4

Dapat di akses pada : https://binakonstruksi.pu.go.id/dokumen-skkni/



KERJASAMA ANTARA DJBK DENGAN TRIMBLE SOLUTION

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

*Trimble @ Trimble

-
I . MEMORANDUM OF AGREEMENT
I TWEEN

' | / S APV S Trimbe - ER
THE OUMECTORATE DENERAL OF COMSTRUCTION DEVELOMMNT OF - "",T"“'I'.". g //////’///’” - (?\&\‘0\4 { l-\\\\\h\ “

TRMELE SOLUTIONS (SEA) #TE LTD

PENANDATANGAN MOU ANTARA
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKS! DENGAN

ORATE OF COMSTRUCTION COMPETENCY AND FROGUE TIATY
DIRECTORATE GEMERAL OF CONSTRUC PION DEYVEL DPMENT
THE MENEITRY OF FUBLIC WORKS AND HOUSING
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MOU dan PKS DJBK dengan Trimble Solution dalam rangka

S

mendukung pelaksanaan pelatihan bidang Building Information
Modelling dengan software Tekla Structures & Trimble Connect




KERJASAMA ANTARA DJBK DENGAN TRIMBLE NAVIGATION

& Trimble MEIORANIUN OF ASNESMMG @ Trimble

MOU dan PKS DJBK dengan Trimble Navigation dalam rangka
mendukung pelaksanaan pelatihan bidang Building Information
Modelling khususnya pada bidang geospasial

\ APU

SIGAP MEMBANGUN NEGER!

/ ; 'LPU \.Tnm e » N \ \ )
,Z/////// % . &3 \\\\\.\A 0 \\\)‘M\f ! '
PENANDATANGAN MOU ANTARA

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKS! DENGAN

'Hyb;ia-i!-iﬁ‘l;mova.t‘lon'éonl;ronci
Kementerian PUPR Tingkatkan Kolaborasi

Demi Wujudkan SDM Konstruksi Kompeten
; ic ang BIM dan Geospasual




ASN PELAKSANA

ASN MANAJERIAL I

O Kepala Balai /

CALON
INSTRUKTUR TEKNIS

d ASN

O Akademisi d PPK Kasubdit
J Kasatker Q Eselon i/
O Pokja PBJ Direktur /

Kepala Pusat
O Eselon |

TARGET PESERTA PELATIHAN BIDANG BIM

\ APU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

PENYEDIA JASA
DAN VOKASI

d Penyedia jasa
terkontrak

0 Lulusan SMK,
Politeknik, dan
Perguruan

TingQi

Mendorong Jenjang Vokasi ( SMK, Politeknik, dan Perguruan Tinggi) untuk dapat
terlibat dalam pelatihan Building Information Modelling, sehingga memiliki -

kemampuan terkait implementasi BIM pada proyek konstruksi




. Implementasi BIM sesuai Instruksi Menteri

MENTERI FEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 4 /IN/M/2022
TENTANG

STRATEGI PENCEGAHAN RISIKO PENYIMPANGAN
DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2022-2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang

Mengingat

. - R

[V]

bahwa dalam upaya meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih, akuntabel, dan
kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara
cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik
Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Kementenan Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat perlu menyusun strategi
pencegahan nsiko penyimpangan dalam proses
pengadaan barang/jasa Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat tahun 2022 - 2024;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruksi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralgat
tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan
dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralgrat Tahun 2022 -
2024;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor &0
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127);

Peraturan Mentenn Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ralgyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum
Pengawasan Intern (Berita Negara Republilz Indonesia
Tahun 2022 Nomor 84);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ralgrat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementernnan Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

Peraturan Mentern1 Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ralgrat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementenan Pekerjaan Umum dan
Perumahan Ralyat Tahun 2020 — 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);

A PU

SIGAP MEMBANGUN NEGER!

INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 4 /IN/M/2022 TENTANG
STRATEGI PENCEGAHAN RISIKO PENYIMPANGAN
DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2022-2024

Mendorong Implementasi BIM pada Peningkatan Tata
Kelola Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pada Proyek
Strategis Nasional sejak tahap perencanaan sampai
tahap operasi dan pemelinaraan.

Mendorong pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan
Sertifikasi penggunaan teknologi BIM

Mendorong penetapan R-SKKNI Bidang BIM menjadi
SKKNI ke Kementerian Ketenagakerjaan




. Kesiapan Pelaksanaan Sertifikasi

Berdasarkan

SKKNI/SKK Khusus/
SKI

Pelaksanaan

Lembaga Sertifikasi | Sertifikasi Building
Profesi (LSP) Information
Modelling (BIM)

TEMPAT UJI
KOMPETENSI (TUK)

ASESOR

MATERI UJI
KOMPETENSI (MUK)



. Kesiapan Pelaksanaan Sertifikasi

SE LPJK Nomor 3 Tahun 2023
]
Keputusan Direktur R E Rl T ENOLRA L Bl KONt »
- JPuttmure No. 20 Ketayooan Baru Jkarts Selsten 12150 Tekgon (021 7308118 Fasmi (027) 7221782
Jenderal Bina e — :
JR JENDERAL BINA KONSTRUKSI
- y -0
Konstruksi dhass it b
r

PENETAPAN JABATAN KERJA DAN KONVERSI JABATAN KERJA EKSISTING

Nomor SERTA JENJANG KUALIFIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI Dolom hGl STondor
33/KPTS/Dk/2023 O § SR R Kompetensi Kerja .

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

2 Wirea | NaESRT 0% BW Man. Jakaera 12170 Telp (0T} 72789126

stogogan, Kebayorn Bary Jskarts Se

Kepada Yth.:
Tim Pemberian Rekomendas: Lisensi LSP, dan Pencatatan LSP Terlisensi,
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

SURAT EDARAN
NOMOR: 03 /SE/LPJK/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI NOMOR 02/SE/LPJK/2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
REKOMENDASI LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP), PENCATATAN
LEMBAGA SERTIFIKAS! PROFESI (LSP) TERLISENSI, SERTA DAFTAR
N PENYESUAIAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN JABATAN KERJA
KONSTRUKSI

Schubungan dengan adanya kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan N 1 | | d

Rakvat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara OSIOnO n Oneslo dan Perumahan Rakyat terkait Jabatan Kega Baru Sektor Konstruksi
P nan 3 Stand Jaza SKKN' belum sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina

Konstrukzi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan g

el s a d e e . Konstruksi memandang perlu menetapkan Perubahan Atas Surat Edaran
su filkcazi, dan kualifikasi pada i eria bidang
jasa X Jezi yang pada B intah kOI I IpeTe nsl, I I IO ko Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02/SE/LPJK/2023
Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan ataz m k ‘I‘ tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan pe O e On ) g § . g <

(LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi Serta Daftar

Pelakzanaan Undang-Und N 2 Tahun 2017 k -I- H d' .I.'
Jaza Kn iy ? :zzhl 5 Yun . O m pe e nSI D I Se IO p Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi.

i

Penetapan Jabatan SR e e e japatan kerja yang
. ) Jen;anaxuamka-xsmnaua-axon=wk=_x be|Um d|be.r|. an . B. DASAR PEMBENTUKAN
Kerja dan Konversi M e e Mg Repuut Tadoncen Izekogjfe?dolil Ilselnks)l,h .
: e s akan ditetapkan lebi JTre——
Jabatan Kerja i iy lanjut oleh LPJK.

1 1 Negarn Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Dan seterusnya.
S IS I n Se r a Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia

oyt il e g gl Mo tipened E. KRITERIA PEMOHON REKOMENDASI LISENSI LSP
. .« . Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang \_ - J Dan seterusnya.

Jenjang Kualifikasi e

Tahun 2020 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jaza Konztruksi
B H (Lembaran Negara Republik Indonezia Tahun 2021 Dan seterusnya.
I a n g a Sa Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6626);
. 3. Peraturan Presiden Nomor 8§ Tahun 2012 tentang
K ka Kualifikasi Nasional Ind ia (Lembaran
KO n St r u kS I Negara Republik Indoneszia Tahun 2012 Nomor 24);

4. P 1} Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organizaszi dan Pedomq n pem beria n IisenSi

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita
Negara Republik Indonezia Tahun 2020 Nomor 473)

zebagsimana telah diubakh dengan Peraturan Mentesi bqgi Ls P dqla mrag ng kq
pelayanan Sertifikasi
Kompetensi Kerja

Perizinan Beruzaha Bagi Pelaku Usaha Jaza Konztrulksi .I- d .I. k .I. Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023, maka Lembaga Pengembangan Jasa
Tentang dan terkait dengan atau i klasifilcaszi er Opo pel I IO e On

&)

D. RUANG LINGKUP

F. PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP




. Kesiapan Pelaksanaan Sertifikasi

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

J Wisya | N B2 §T D37 IW OS5 Potogogan, Kabayoran San

WaeTa S2atn

Rkarta 12170 Teip (037

727892E

=N

Kepada Yth.:
Tim Pemberian Rekomendas: Lisensi LSP, dan Pencatatan LSP Terlisensi,
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

SURAT EDARAN
NOMOR: 03 /SE/LPJK/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI NOMOR 02/SE/LPJK/2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN

REKOMENDASI LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP), PENCATATAN

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) TERLISENSI, SERTA DAFTAR

PENYESUAIAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN JABATAN KERJA

KONSTRUKSI

A. UMUM

Sehubungan dengan adanya kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat terkait Jabatan Kerja Baru Sektor Konstruksi
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Dircktur Jenderal Bina
Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023, maka Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi memandang perlu menetapkan Perubahan Atas Surat Edaran
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomer Q2/SE/LPJK/2023
tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi Serta Daftar

Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi.

B. DASAR PEMBENTUKAN

Dan scterusnyva

C. MAKSUD DAN TUJUAN
Dan seterusnya.

D. RUANG LINGKUP

Dan seterusnva.

E. KRITERIA PEMOHON REKOMENDASI LISENSI LSP

Dan scierusnya.

F. PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP

Dan seterusnya,

. ' KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAGAN ALIR PEMBERIAN REKOMENDASI LISENSI LSP
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) SE Nomor 214/SE/Dk/2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

A Pumns fon 20 Fatpren Bary Aar Benmun U1 TNE Tengen (B21) FIORN F im0 T

-

th

Retua Lembuga Pengrmbangan Jasa Konstrukw,

Parn Kepala Balsi Jasa Koostruksl Wiaysh @ Dircktorst Jenderal Dina
Konstrukw,

Ketus Asosiasi Profest Jasa Konstruks,

. Ketus Asostast Badan Usaha Jass Koostruksl, dan

Pura Planpinan Onganisast Perangkat Dacrah Didang Jana Konstruksi

A e~

SURAT EDARAN
NOMOR: 214 /SE/DE/2022
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SERTIFIKASE KOMPETENS! KERIA KONSTRUKH
UNTUK JABATAN KERJA YANO BELUM DAPAT DILAKSANAKAN OLEN
LEMBAOA SERTIFIKAS] PROFES! DAN/ATAU BELUM TERDENTUKNYA PANITIA
TEKNIS U1 KOMPETENS]

A Umum
Dalam rungka meloksanakan Pasal 25 ayst (3) Mernturan Mentent Peleetjaan
UmhnMuMWlemm:wmmCm
ik dhan Sertifikal Standar Jasa Konstruksl dal Rangka
Mmduhum Ktmmhun Pertsinan  Berusaha Dag Pelaku Usaba  Jasa
hmunumhnmumuuw-m-mlhubum-m
koostruksl yang ditetaphkan oleh pimpinan unit onga yang w
Jasa Konstruksl untuk jabatan kerje yang belum dapst dilaksanakan oleh
Lembagn Sertifikast Profest (LS5 dan/ateu bedum terbentuknys Panitia Teknls
Uji Kempetenal (FTUK)
Derkaltan dengan hal tersebut, Direktur Jendern! Dina Konstruksl selaku
P Uit ongar yang membsdang Jasa Konstruksl perfu menetapkan
Surat Edaran wentang Tata Carn Pelaksanaan Sertifikasl Kompetensl Kerja
Konstrukel Untuk Jabatan Keege yang Delum Dapat Dilaksanakan okeh
Lembagn Sectifiicant Profesd (LS dan/atau Belum Terbentuknys Panitis Telnis
Ujl Kempetensl (PTUK)

. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Ads wn Pymenintah
(Lembaran Negura Republik indooesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembmran Negar Republik Indonesia Nomor 5001),

2. Undang-Undang Nomor 2 Taliun 2017 tentang Jass Konstruksd (Lembamnmn
Newara Repubilik tndonesta Tahwn 2017 Nomer 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Xomor 6015) scbagaimana treiah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 testang Cipta Kegw (Lembarn
Negurn Repubdik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Mepublik Indonesia Nomor 2873)

A Persturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang  Peraturan
Melak 1 Und Und, Nomww 2 Tahun 2007 tentang Jeas
Wmmmm&umtmnnw 107,
Turmbahan Lembaran Negara Nomor GAGM) sebagaimans telah diubah
dengan Perntiran Pemerintah Nomor 14 Takun 2021 tentang Perubshan
Atas Pernturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Peratursn
Mlaksanaan  Und Und N 2 Tahun 2017 entang Jawa
Konstrukos ﬂmnw m Republik Indonesia Takun 2021 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 66204

12

formut pada angha VI angka 6.2 5
17. Dertta Acars Masll Pendlaian Ui Kompetensl untuk permohonan SXTK
sebagrimans dumakeud peda hursd ¥ angios 2 huruf o sesusl dengan formmal

poda angka Vi angka 6.2 6

I8 Pormat Surat Pesshoritahuan hasil w)l ko ot Arrrak st
Mhuml'mﬂnlhumllmm)humf\vwmo)1

10K Mowid peda hurul ¥ angia 1 hurat b
umllommnlumnamvn

tercmntum  dal Ny mer baglan Udak terpisahian dart

Surat Edaran inl

J. Peotup
Surat Edaran ind berlaku sejak tanggal dietuphan




SE DIRJEN BINA KONSTRUKSI NO. 214 TAHUN 2022 'l APU

v
A

V. JABATAN KERJA DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN IBU
KOTA NEGARA (IKN)

No Klasifikaszi / Hode [Kualifika=zi Acuan Persyaratan Program
- Subklazifilka=3i Pendidikan dan Studi/
Pe: alarman Juruzan
AR
b 3 BIM Manager SRK ARl Muda Ahl: Muda:
= Pendidilkan
[Setara Jenjang 7 Profexz:
dan 8) Afinimal O

il Diverifikasi oleh Asosiasi Profesi
e T Terakreditasi sesuai dengan
] [ ESESHE

SKINI taluen,
Gilea zudak | = Pendidilcan
dit=taploan) Profe=i
Mfinima=l S
Tahun

- S1/S1
Terapan/D2
Terapan

Afinimal 6
Tahun
—
2 BIM Koordinator ** Terampil 1 e S1i/S1

Terapan/D4
Terapan
Minimal 0
Tahun

e D3 Mimmal 4
Tahun

e D2 Mimimal 8
Tahun

= D1 Minimal
12 Tahun

s BIM Modeller ** Terampil 1 e S1/S1

AR e | Diverifikasi oleh Balai Jasa

e | D3 s Konstruksi Wilayah atau mitra

Gik= zudah Tahun I I I

Jitetapican) | * D2 Minimal 8
Tahun

e D1 Minimal
12 Tahun

=+ Juru Gambar BIM Terampil 2 = D1/SME Plus

- Mindrmal O
Tabun

& SME Minimal
3 Tahun

» SMA Minimal
4 Tahun

# Pendidikan
Dasar
Minimal &
Tabun

—

[(Setars Jenjans S)

[Setara Jenjang 3|

SIGAP MEMBANG UN NEGERT



TERIMA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI
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